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SERAHKAN
SURAT:

Kepala Dinas
Perkebunan dan
Peternakan Kalbar
Muhammad Munsif
menyerahkan
berkas tuntutan
masyarakat petani/
pekebun sawit
Kalbar untuk presi-
den yang diterima
Mendag Zulkifli
Hasan, Sabtu (16/7).

ISTIMEWA

AKPSI
Diharapkan
Berkontribusi

untuk Daerah

JAKARTA - Wakil Guber-
nur (Wagub) Kalimantan
Barat(Kalbar) Ria Norsan
didampingi Kepala Dinas
Perkebunan dan Peterna-
kan Muhammad Munsifdan
beberapa kepala perangkat
daerah lainnya menghadiri

Musyawarah Nasional (Mu-|
nas) I Asosiasi Kabupaten
Penghasil Sawit Indonesia
(AKPSI) Tahun 2022

di Ancol . Beach
City, Jakarta
Utara, Sabtu
(16/7).

Dalam kesempatan itu
sekaligus disampaikan aspi-
rasi berupa surat terbuka dan

enam tuntutan masyarakat

petani/pekebun sawit dari
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@ Ke Halaman 7 kolom 1

(i8hro[20]21]22]23]24[25] 26| 27 [28[29]30[31]

Tuntutan Kalbar

Sampai ke Mendag
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Sambungan dari halaman 1

Sawit (FPMS) Kalbar untuk
presiden. Yang mana telah
diserahkan langsung oleh
Kepala Dinas Perkebunan
dan Peternakan Kalbar Mu-
hammad Munsif, kepada
yang mewakili presiden Men-
teri Perdagangan (Mendag)
RI Zulkifli Hasan.

“Tuntutan kita ke pres-
iden sudah disampaikan
kepada Menteri Perdagan-
gan mewakili presiden yang
hadir di malam pengukuhan
pengurus AKPSI 2022-2027
tadi (Sabtu) sore, disaksi-
kan Bupati Sambas,” ungkap
Munsif.

Seperti diketahui, enam
tuntutan masyarakat petani/
pekebun sawit Kalbar antara
lain, pertama meminta pe-
meritah menaikkanharga
Tandan Buah Segar(TBS) ke-

/7

{

lapa sawit ke harga yang adil.
Kedua meminta pemerintah
murunkanpajak ekspor CPO
agar tidak membebani harga
TBS. Ketiga meminta pemer-
intah menurunkanharga pu-
puk dan pestisidadan mem-
berantas mafia pupuk.

Lalu yang keempat, FPMS
Kalbar meminta pemerintah
memfasilitasi kegiatan ek-
spor TBS ke negara tetangga,
Malaysia. Kelima meminta
pemerintah daerah member-
ikan sanksi serta mencabut
izin perkebunan dan Perusa-
haan KelapaSawit (PKS) yang
nakal. Lalu yang terakhir
agar dipermudah akses dan
distribusiBahan-bakar Min-
yak (BBM) solarbersubsidi
untukpetani/pekebun sawit,
sertamemberantas mafia
minyak yang bermain.

Sebelumnya saat pelak-
sanaan Munas I AKPSIyang

Tuntutan Kalbar Sampai ke Mendag

dilaksanakan pagi hingga
siang harinya, Munsif men-
gatakan dipimpin langsung
oleh Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan
Investasi (Menko Marves) RI
Luhut Binsar Pandjaitan. Ke-
mudian hadir pula Menteri
Dalam Negeri (Mendagri)
Tito Karnavian. Para men-
teri tersehut menurutnya
merespon hampir seluruh
tuntutan atau aspirasi para
pekebun yang disuarakan
dalam forum. “Tuntutan
yang disampaikan kepada
Menko Marves mengenai
tugasnya membenahi tata
kelola sawit dijawab dengan
tuntas dan tegas,” katanya.
Pertama terkait penghapu-
san pajak ekspor yang ternya-
ta sudah dieksekusi lebih
dulu oleh Menteri Keuangan
(Menkeu). Namun hal itu
kata dia, seperti dijelaskan

Luhut akan dibahas lebih
lanjut pada Senin (18/7) hari
ini saat rapat kabinet.

“Kemudian yang tidak
kalah penting bagian dari
hal yang strategis adalah
segera dilaksanakan audit
tata kelola sawit. Saat ini se-
dangberjalan juga di Kalbar
ujarnya.

Saat ini audit memang ten-
gah dilakukan terhadap selu-
ruh perusahaan sawit yang
ada di Indonesia termasuk di
Kalbar. Seperti disampaikan
Menteri Luhut kata Munsif
kali ini pemeritah dalam ken-
dali penuh melaksanakan
tata kelola sawit. Sehingga
pemerintah mengontorol
penuh pengaturan dan tata
kelola produk TBS maupun
CPO. Baik untuk memenuhi
bahan baku minyak goreng
maupun untuk kebutuhan

ekspor.

“Untuk audit sendiri, Pak
Luhut sudah menugaskan
tim audit dari Badan Penga-
wasan Keuangan dan Pem-
bangunan (BPKP) yang ada
di setiap provinsi. Di Kalbar
sendiri tim audit investigasi
BPKP sudah berkoordinasi
dengan kami dan kita telah
melakukan serangkaian per-
temuan termasuk pertemuan
lewat zoom untuk mengkon-
disikan dinas kabupaten/
kota, dalam rangka mem-
berika dukunigan data yang
diperlukan,’ paparnya.

Diharapkan tim audit in-
vestigasi itu bisa melaksana-
kan tugasnya dengan baik
atau maksimal seperti yang
juga diharapkan Menteri
Luhut. Selain itu, dengan
adanya audit juga diharap-
kan akan diperoleh data
yang lebih jelas atau konkret
mengenai kekuatan dan kele-

mahan, berkaitan dengan
tata kelola sawit yang ada di
Kalbar. “Khususnya untuk
bahan pembuatan kebijakan
yanglebih efektif dalam rang-
ka melakukan tata kelola ke
depan,” harapnya.

Wagub Kalbar Ria Nor-
san yang turut hadir dalam
Munas I AKPSlitu juga ber-
harap kedepan penguru-
sAKPSIdapat memberikan
kontribusi yang terbaik untuk

t Kalbar. Terutama
menyangkut masalah tu-
runnya harga Tandan Buah
Segar (TBS) sawit. “Semoga
dapat disikapi dengan arif
dan bijaksana agar petani-
petani itu tidak menjadi per-
masalahan,” harapnya.

Kemudian selain turunnya
harga TBS, menurut Nor-
san persoalan harga minyak
goreng yang masih mahal
juga harus disikapi. Dan

Kalbar siap bekerja sama
dengan seluruh daerah yang
tergabung dalam AKPSI.
Dimana saat Munas I turut
dihadiri 22 gubernur dan-
pimpinan/anggota DPRD
Provinsi atau yang mewakili.
Lalu 160 bupati dan pimpi-
nan/anggota DPRD Kabu-
paten penghasil sawit atau
yang mewakili. Serta 16.303
aparat desa yang wilayahnya
berada di area perkebunan
sawit.

“Tadi sudah dijawab oleh
Pak Luhut salah satunya
akan menurunkan pajak ek-
spor. Kemudian pupuk juga
akan dipermudah subsidi
dan retribusi dari sawit ke-
pada pemerintah kabupaten
maupun provinsi.Nanti akan
disusun ke dalam regulasi
serta permudah akses mem-
peroleh solar subsidi,” pung-

kasnya. (bar)
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